BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ (B¢ /404.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 188/117.B/404.012/2020 TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

Menimbang :

Mengingat

COVID-19 KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran

Menteri Dalam  Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19) Daerah, dalam rangka pengelolaan anggaran
untuk Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor
188/117.B/404.012/2020 tentang Standar Satuan Harga
Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten
Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor
188/117.B/404.012/2020 tentang Standar Satuan Harga
Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten
Ngawi

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Replublik
Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
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17.

18.
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21.
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24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Replublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Diseaase 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional,

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap
Darurat Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana
Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;



Menetapkan :

KESATU

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Penendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020
tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Covid-19 di Kabupaten Ngawi;

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/115/404.012/2020
tentang Penetapan Status Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Covid-19 di Kabupaten Ngawi;

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/2020
tentang Standar Satuan Harga Dalam Rangka Percepatan
Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

: Ketentuan Diktum KESATU huruf c Keputusan Bupati Ngawi

Nomor 188/117.B/404.012/2020 tentang Standar Satuan Harga
Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten
Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C.

Honorarium Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua, sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan;

2. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) per bulan;

3. Sekretariat, masing-masing sebesar Rp.2.262.500,00 (dua
juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per
bulan;

4. Bidang-bidang :

a) Koordinator, masing-masing sebesar Rp.2.050.000,00
(dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;

b) Anggota, masing-masing sebesar Rp.1.950.000,00 (satu
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2l Sepeetuber 2020

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. 8dr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, dan Direktur
dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi.




